REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya

disebut sebagai Para Pihak;

Mempertimbangkan hubungan yang bersahabat dan kooperatif antara kedua
negara;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang

sudah terjalin melalui kerja sama industri pertahanan antara kedua negara;

Menyadari bahwa penguatan kerja sama industri pertahanan akan
menguntungkan kedua industri pertahanan nasional;

Bertujuan untuk meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang industri pertahanan
antara kedua negara yang didasarkan pada penghormatan penuh atas kedaulatan
dan integritas wilayah dan prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan
dalam negeri, dan saling menguntungkan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua
negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:
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PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk kerangka kerja dalam rangka

meningkatkan hubungan industri pertahanan bilateral kedua negara.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup Persetujuan ini dapat meliputi:

1. Peningkatan kerja sama antara industri-industri pertahanan kedua negara
dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih
teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan,

pemeliharaan dan perbaikan antara lain:

Persenjataan dan peralatan angkatan udara;

Persenjataan dan peralatan pertahanan udara;

Persenjataan dan peralatan angkatan darat;

Peralatan dan persenjataan elektronik, termasuk sistem senjata kendali
dan komando otomatis, komunikasi, transfer data, pengintaian dan
sistem peperangan elektronik.

Perangkat optis, laser dan peralatan untuk kebutuhan khusus.

Peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:

Pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling
kunjung.

Realisasi proyek bersama;

Penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan
persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain
untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari
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persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara,
pertahanan udara dan angkatan darat.

Peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang

berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan.

Proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi
fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer.

Peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang
dapat disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3
PENGATURAN PELAKSANAAN

Badan-badan yang berwenang dari Para Pihak dapat membentuk
pengaturan pelaksanaan tertentu, berkaitan dengan aspek-aspek spesifik dan
teknis kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dalam kerangka
Persetujuan ini.

Para Pihak bersama-sama menentukan bahwa setiap permasalahan hak
kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan
diatur dalam pengaturan yang terpisah.

Untuk melaksanakan Persetujuan ini Para Pihak akan membentuk Komite
Indonesia - Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana,
program atau kegiatan-kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk-

bentuk dan bidang-bidang kerja sama yang baru.
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PASAL 4
OTORITAS YANG DITUNJUK

Para Pihak menunjuk otoritas berikut ini yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini:

Untuk Pemerintah Republik Indonesia — Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia;

Untuk Pemerintah Republik Belarus — Komite Industri Militer Negara Republik
Belarus, Kementerian Pertahanan Republik Belarus.

PASAL 5
KERAHASIAAN

Para Pihak wajib memberikan pengamanan untuk setiap informasi yang

diperoleh dalam kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional
masing-masing. Penyingkapan atau pelepasan informasi oleh salah satu
Pihak kepada pihak ketiga, dan pengalihan secara langsung maupun tidak
langsung, hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari

Pihak yang menyediakan informasi.

Tidak satupun dari Para Pihak diijinkan untuk mengalihkan atau menjual
peralatan, persenjataan, produk militer termasuk teknologi terkait dan
informasi yang diperoleh dari dalam kerangka Persetujuan ini, kepada orang,
badan hukum atau badan negara dari pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis
antara Para Pihak.

Informasi yang diterima dari salah satu Pihak dalam pelaksanaan kerja sama

tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan Pihak lainnya.




Badan-badan yang berwenang dari Para pihak menyadari rahasia komersial
yang berkaitan dengan bidang kerja sama dan akan merumuskan pengaturan
yang diperlukan untuk melindungi dan mempergunakan rahasia tersebut
untuk keuntungan bersama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan atau
penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai baik melalui

negosiasi maupun saluran diplomatik.

PASAL 7
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis
antara Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang
disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 8
SAAT MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir di
mana Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing
bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk periode 5 (lima)

tahunan berikutnya, kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan

tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum kehendak untuk mengakhiri Persetujuan ini.
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SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Para
Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari ke-19 Maret 2013, dalam dua rangkap asli dalam
bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah berkekuatan hukum yang

sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam

Persetujuan ini, naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK/WBELARUS

PURNOMO YUSGIANTORO SERGEI J- GURULEV

Menteri Pertahanan Ketua Komite Industri Militer Negara




REPUBLIK INDONESIA

COT'JIAIIEHHUE
MEXIY IIPABUTEJBCTBOM PECIIYBJIMKH MHIOHE3HUA
U IIPABUTEJBCTBOM PECITYBJIMKH BEJIAPYCb
O COTPYTHUYECTBE B COEPE OBOPOHHOM
MNPOMBIIIJIEHHOCTH

IIpasutensctBo Pecmy6Gnuxu Vienonesus u IlpaBurensctso PecrmyOnuku

Benapycs, umeHnyemrle B fanpHeieM CTOpoHaMY,

NpyU3HaBas CYMICCTBYIOIUUE APYKECTBEHHBIE U IAPTHECPCKUEC OTHOMICHUA

MEXIY OIBYMA roCyAapCTBaMy,

Xenas pa3BUBaTh U YKPEIUIATH CYIUECTBYIOIIME NBYCTOPOHHHE CBS3U
myTeM COTpyAHM4YecTBa OOOMX rocyaapcts B cbepe 000poHHOH

NPOMBINUICHHOCTH,

NpW3HaBas, 9YTO YKpEIUIEHHE COTpyAHMYeCTBa B chepe OOGOpOHHOM
IPOMBILICHHOCTH OyAeT 060K0AHO BEITOAHBIM ISl Pa3sBUTHA OOOPOHHEIX

HpOMLIIHJICHHOCTCﬁ oboux roCyapcTs,

CTpEMSCH  pa3BHBaTh  COTPyOHMYECTBO B  cdepe  0OOpOHHOMU
NPOMBIILIEHHOCTH MeXIy rocygapctBamMu CTOPOH Ha OCHOBE IIOJHOTO
YBOKECHHUSI CYBEpPEHWTETa, TEPPUTOPHANBHONM LETOCTHOCTH, MPHUHIMUIIOB
PaBEHCTBa, HEBMEIIATEIBCTBA BO BHYTPEHHHE J€Na, a TaKKE B3aMMHOMN

BEITOJIBI,
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B COOTBCTCTIBHMM C HAUMOHAJIBHBIMH 3aKOHOJATC/IBCTBAMHU

roCyaapcTB

JOTOBOPHIIMCE O HYDKECICAYIOLICM:

Cratbs 1
Hens
Lenero Hacrosmero CornameHuss SBASETCS CO3O3aHME OCHOBHI A

pa3BUTHA IBYCTOPOHHUX OTHOIICHHUH MEXIY 0GOpOHHEIMH

TIPOMBIIIUICHHOCTIME 0O0HX rOCYIapCTB.

CraTes 2
HanpapneHus coTpyaiHH4YeCcTBa

CoTpyaHHUYECTBO B paMKax Hactosmero CorameHus OCyIeCTBISETCA 10

CIEAYIOLIUM HAIPaBIEHHAM:

1. Pa3BuTHe COTPYAHHUYECTBA MEXIY OOOPOHHBEIMK NPOMBILUICHHOCTAMHU
IBYX rOCyIapCTB B Pa3IMYHBIX 001acCTsAX, MPEACTABISIOIIMX B3aUMHBIH
MHTEPEC, B TOM YHKCIIE TIepeada TeXHOJIOTHI, COBMECTHBIE pa3spaboTKy U
TIPOU3BOACTBO, IIOCTABKA, OOCIYXHMBaHNE U PEMOHT:

a) aBHALIMOHHOY TEXHUKYU U BOOPY>KEHMUS;

6) TEXHUKK ¥ BOOPYXKEHUS JUIS IPOTUBOBO3AYIIHOH 0O0POHE;

B) TEXHUKH ¥ BOOPY)KEHHUS IS CYXOIIyTHHIX BOKMCK;

I') DIEKTPOHHOM TEXHUKH u BOOPYKEHHH, BKJIFOYas
AaBTOMATU3VPOBAHHBIC CUCTEMB! YNIPABICHHA BOWCKAMH M ODPYXKHUEM,
CHCTEMBI ¥ KOMIUIEKCH! CPEACTB CBS3M, IIepefauy JaHHbIX, PAa3BEIKU U
PaaMO3IEKTPOHHOM GOPBOEI;

1) ONITHYECKUX YCTPOMCTB, Jla3epHON ammapaTypsl W IpuUOOpOB

CIICUHaJIBHOTO Ha3HA4YCHUA.
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2. PasuTHE COTPYOHMYECTBA B chepe OOOPOHHBIX TEXHOJIOTWM ¥ HAyKH

IyTeM:

a) oOMeHa uHpoOpMauuel U CreuHaNuCTaMu, O0YYEHHS W HOATOTOBKH,
OCYLIECTBJICHUS BU3UTOB;

6) peanu3aliy COBMECTHBIX POEKTOB;

B) IPOBEJICHHS COBMECTHBIX MCCICHOBaHWM M pa3pabOTOK HOBBIX
00pas1oB BOOPYKEHHS ¥ BOCHHON TEXHUKH, SIEKTPOHHON TEXHUKH H
BOODYXKCHHUSA, Jpyroro oOOpyINOBaHHUS, a TaKKEe pealu3alun
TEXHOJIOTMH pa3pabOTKU U NPOM3BOACTBA VKA3aHHBIX TEXHUKU U
BOODYXXCHUSI Ui aBHAlldM, IPOTUBOBO3AYIIHONW OCOpPOHEI M
CYXOITYTHBIX BOMCK.

. OcymecTBieHrE NMONEP)KKH NIPOU3BOACTBA ¥ OOCIHY)XHUBAHMA, a TAKKE
COBMECTHBIX IPOEKTOB B C(Epe BOCHHOU TEXHWKM ¥ KOMILIEKTYIOLIMX
11 ee IPOU3BOJICTBA.

. Peanu3anyis COBMECTHEIX MPOEKTOB 110 PEKOHCTPYKIMK, MOJEPHU3ALMH
¥ KOHBEPCHH IPEANPUATHH, NPOM3BOISIIMX NPOAYKIUI BOESHHOIO
Ha3HAYEHWS.

. CotpynuudectBo B cdepe O0OOPOHHOW NPOMBIILIEHHOCTH MOXET
OCYIIECTBIATBECH W 1O JpYyIrMM  coriacoBaHHeM  CTopoHammu

HallpaBJICHUAM.

Cratbs 3
HcnonHeHne N0roBopeHHOCTEIH

. YIIOTHOMOYEHHEIE OpraHel CTOpOH 3aK/IFOYar0T COrJIalll€HUA II0

CHCIII/I(I)I/I‘-IGCKI/IM M TCXHHUYCCKHM HaIpaBJIEHUAM COTPYIHUYCCTBA,

YKa3aHHLIM B cTaThe 2 HacTosmero CoriammeHus.
. CTOpOHEI ONpeNEeNAoT, 4To JT00kIe BONPOCH NPaB UHTEIEKTYaIbHON

COGCTBGHHOCTI/I, BEITCKArOUIKE npu peainsannu HACTOALICTO
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Cornamenys, OyAyT peryaupoBaThCsA IMyTEM 3aKIIOYEHHS OTACTBHBIX

corJalieHui.

3.lns  peanmsaumu  Hactosumero Cornamenuss CTOpOHBI  CO3MAIOT

Wunonesniicko-benopycckut KOMUTET, OTBETCTBEHHEIM 32 MOATOTOBKY
IJIaHOB, NMPOrpaMM WM MEPONPUATUH N0 COTPYIHUYECTBY, & TAKXKE 3a

pa3paboTKy peKOMeHJalMii 1O HOBEIM ¢opMaM u  obnacTaMm

COTPYZHHYECTBA.

Crartba 4
Y1noaHOMO4YeHHbIe OpraHbi
JorosapuBaromecs CTOpOHBI  ONpPENENAIOT  OTBETCTBEHHBIMH 33
peanusauuio monoKeHud  Hacroswero  CoryameHus — CIEAyloliue
YIIOJIHOMOYEHHEIE OpraHkbl:
- ot [IlpaBurensctBa PecrmyGnuxu WMHnosesus — MUHHUCTEPCTBO
o6opors! Pecriybnuxu Manonesus;
ot IlpaButensctBa Pecmybnuku benapyce — I'ocynapcTBeHHBIH
BOCHHO-IIDOMEILIIJICHHBIA ~ KoMuTeT  PecnyObnuku — benapycs,

MunuctepcTBo 060poHs! Pecniybnuku benapycs.

Cratpa S
KondunennuaabHocTh

. Cropons! 00ecneynBaOT COXPaHHOCTb MH(OpMaIMM, MONy4eHHOH B
pamkax Hactosuiero CornameHus, B COOTBETCTBUU C HaLMOHAIBHBIMU
32KOHOZATeNbCTBaMU. PacmpocTpaHeHue, my6iauKanys MHQOpMauuu U
ee nepejaya HanpsMYK WIM KOCBEHHO m000# u3 CTOpOH TperheH
CTOpOHE MJOIYCKAIOTCA TOJBKO C MHUCEMEHHOro coriacusi CTOpPOHH,
NpeNOCTaBUBIIEH 3Ty HHGOPMALKIO.

2.Hu omna u3 CTOpOH He KMMeeT IpaBa IlepelaBaTh WU IPOJaBaTh

(I)I/I3I/I‘ICCKI/IM WIHA IOPpUOAAYCCKUM JIMLaM WU IOCYyJapCTBCHHBIM OpraHaM
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TPETBCH CTOPOHBI BOCHHYIO TEXHHKY, BOOPYXKEHHE, MPOAYKIIHMIO, B TOM

YHUCJIE€ TEXHOJOTMU U HH(.I)OpMaHI/IIO, MNOJIYYCHHEIE B PaMKax HaCTOALIEro

Cornamenus, 6e3 MUCEMEHHON JOrOBOPEHHOCTH Mexxy CTOpOHAMH.

. Mudopmanvis, mnomyyeHHas ot omHoii u3 CTOpOH B npouecce

COTPYIHHMYECTBA, HE MOXET MCIIOJIE30BaTECS BO BPE HHTEPECaM APYroi
CTopoHBI.

. YI01HOMOY€EHHEIE OpraHsl CTOPOH COGMIONAIOT KOMMEPYECKYO TaiiHy,
OTHOCSIIYIOCH K Cdepe COTPYIHMYECTBA, ¥ 3aKIFOYAIOT HEOOGXOIMMEIE

COIIaLICHY 110 €€ 3alllUTE 1 B3aUMOBBII OJHOMY HCIIOJIB30BaHULO.

Cratba 6
¥YperyjiupoBaHue CIOpoOB
Bce cniopHBle BONpPOCHI, CBS3aHHEIE C peanu3anel unu NpUMEHEHHEM
Hacrosuero Cornamenus, OyayT peliaTbCsi MyTeM IIEPETOBOPOB HJIH IIO

JUIINIOMaTHYCCKHM KaHajlaM.

Crates 7

W3smeneHus
Hacrosmee Cornamenne MOXET OBITb M3MEHEHO B J060O€ BpeMs Ha
OCHOBe 000OAHOro muckMeHHOTro coriacusi Ctopon. Takue M3MEHEHHS

BCTYIAlOT B CWJIY C JATEI, COIIaCOBaHHOM CTOpOHaMI/I.

Crartps 8
Berynaenue B cuily, CpoK AelicTBUS M NpeKpalieHne JefcTBHS
Hacrosimee Cornaurenye BCTyNaeT B CUIy C [aThl IONYYCHUS ITOCTEIHEH
M3  JUIUIOMAaTHYECKMX  HOT, TIOCPEACTBOM  KOTOPhIX  CTOPOHEI
oOMeHuBarOTC WH(OpPMaLME O 3aBEPLICHMHM BHINONHEHUS TpeGoBaHMit
HAallMOHANIBHBIX ~ 3aKOHOJATENbCTB U1  BCTYIIEHMS  HACTOSILErO
Cornamenus B cuiny. Hacrosmee Cornamenue 3akIrouacTcs CPOKOM Ha

IIFATE JICT ¥ aBTOMaTU4YCCKH IPOJJIEBAETCId Ha MOCIICAYIOIIUEC ITATHUIICTHHE
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mepuonpl, noka onHa u3 CTOPOH MUCEMEHHO HE YBEIOMHT IPYIYIO

CTOpOHy O HaMEpECHWH NPEKPaTUTh JieficTBUE HacToswero CornamieHus He

TIO3XE 4Y€M 3a LWECTh MECALIEB JI0 KENaeMOH ATkl €ro [IPCKpaluCHuA.

B IMOATBCPIKACHUEC YET0 HYKEMOAIUCABIIUECS, MOMKHEIM 06pa30M Ha TO

YIIOJTHOMOYCHHEBIE CTOpOHaMH, noamucany Hacrosiuee Coriamenue.

Cosepmiero B r. [xakaprel9 mapra 2013 roma B aByx 3K3EMIUIIpax Ha

HH,Z[OHC?»HﬁCKOM, PYCCKOM M aHIIMICKOM A3BIKaX, MPUYEM BCE TEKCTEI
MMCHOT OJMHAKOBYIO CHIIY. B C1y4da€ BO3HMKHOBECHHSA pPa3HOr. nacuii B
TOJKOBAaHUM IIONOXEHWH Hacrosmero CornameHus IMIPEATIOYTCHUE

OTHACTCA TCKCTY Ha AHTJIUACKOM SI3BHIKE.

3A IIPABUTEJIBCTBO 3A IIPABUTEJBCTBO
PECIIYBJIMKU UHAOHE3HUSA PECITYBJIMKHM BEJIAPYCH

IOCTUAHTOPO CEPTEN IETPOBUY I'YPYJIEB
MuHHCTP 060pOHBI Ilpencenarenn I'ocyaapcTBeHHOro
BOECHHO-NIPOMBILIJIEHHOT'0

KOMHUTETA




AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic

of Belarus, hereinafter referred to as Parties;

Considering the friendly and cooperative relations existing between the two
countries;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship through

defence industry cooperation between the two countries;

Recognizing that the strengthening of defence industry cooperation will be
beneficial to both national defence industry;

Aiming to promote cooperative activities in the field of defence industry between

the two countries based on full respect of sovereignty and territorial integrity and

the principles of equality, non interference to the internal affairs, and mutual
benefit;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries:

Have agreed as follows:




ARTICLE 1
PURPOSE

The purpose of the Agreement is to provide a framework in order to promote
bilateral relations of the defence industries of both countries.
ARTICLE 2

SCOPE OF COOPERATION

The scope of this Agreement may include:

1. Promotion of cooperation between the defence industries of the two countries

in various areas of mutual interest, including transfer of technology, joint

development and joint production, supply, maintenance and repair among
others of:

Air force armaments and equipment;

Air defence armaments and equipment;

Army armaments and equipment;

Electronic equipment and armaments, including automated command
and control weapons systems, communications, data transfer,
reconnaissance and electronic warfare systems;

Optical devices, lasers and special purpose equipment.

Promotion of cooperation in defence science and technology through:

Exchange of information and personnel, education & training, mutual
visits;

Realization of joint projects;

Joint research and development of new defence equipment and

armaments, electronic equipment and armaments, other special
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purpose equipment, as well as design and production technologies of

the above armaments and equipment for the air force, air defence and
army.

Promotion of areas of product support and services as well as bilateral
projects relating to defence equipment and components.

Joint project on reconstruction, modernization and conversion of facilities

manufacturing military-oriented products.

Promotion of any other areas of defence industry cooperation as may be
agreed by the Parties.

ARTICLE 3
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The authorized bodies of the Parties may conclude particular implementing
arrangements, pertaining to specific and technical aspects of aforementioned
in Article 2 cooperation within the framework of this Agreement.

The Parties mutually determine that any intellectual property issues arising
under the implementation of this Agreement will be regulated under separate
arrangements.

To implement this Agreement the Parties will establish an Indonesia-Belarus
Committee responsible for preparing plans, programs or activities of
cooperation and recommending its new forms and areas.




ARTICLE 4
DESIGNATED AUTHORITIES

The Parties designate the following authorities responsible for the implementation
of provisions of this Agreement:

For the Government of the Republic of Indonesia - Ministry of Defence of the
Republic of Indonesia;

For the Government of the Republic of Belarus — State Military Industrial

Committee of the Republic of Belarus, Ministry of Defence of the Republic of
Belarus.

ARTICLE §
CONFIDENTIALITY

The Parties shall provide security for any information received within the

framework of the Agreement in accordance with their respective national

laws. Disclosure or release of information by one of the Parties to any third
party, and transfer directly or indirectly, is allowed only at the prior written
consent of the Party providing the information.

Neither of the Parties is authorized to transfer or sell military equipment,
armaments, products including related technologies and information received
within the framework of this Agreement, to persons, legal entities or state
bodies of the third party without written consent between the Parties.

Information received from one of the Parties in the course of cooperation may
not be used to harm interests of the other Party.
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The authorized bodies of the Parties observe the commercial secrets related
to the sphere of cooperation and will formulate necessary arrangements to
protect and use such secrets for mutual benefits.

ARTICLE 6
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising from or in connection with the implementation or application of
this Agreement shall be settled amicably through either negotiation or diplomatic
channels.

ARTICLE 7
AMENDMENT

This Agreement may be amended at any time by mutual written agreement
between the Parties. Such amendment shall come into force on the date agreed
by the Parties.

ARTICLE 8
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latest diplomatic

notes through which the Parties have informed each other on completion of
fulfiiment of the requirements set up by their domestic legislation for the entry into
force of this Agreement. This Agreement is valid for 5 (five) years and shall be
automatically extended for the next 5 (five) year periods unless one of the Parties
notifies in writing about its intention to terminate the Agreement not later than 6
(six) months prior to its intention to terminate this Agreement.




IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by the Partie
| |
have signed the present Agreement. §

2
|

Done in Jakarta, on the 19" day of March 2013, in two original copies in

indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic

case of any divergence in the interpretation of the provisions of this Agreement, the

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF BELARUS

i

O YUSGIANTORO SERGEI zsgi GURULEV

er for Defence Chairman of the State Militar y

Industrial Commitiee

Salinan naskah resmi

NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : i0 Oktober 2018
Date




